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BUPATI LAMPUNG UTARA 

PROVINSI LAMPUNG ' 

PERATORA.N BUPATI LAMPUNG UTARA ' 
NOMOR: BI If, 117.LlJ/HK/2017 

TENTANG 

PEMBERIAN UANG MAKAN DAN TAMBAHAN PENGBASILAN I 
BAGI PEGAWAI DAN ANGGOTA BATUAN POLISI PAMONG PRA.JA , 	 . I 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAImN'2017 . 

DENGAN RABMAT TUIIAN YANG MABA ESA , 
BUPATI LAMPUIfG UTARA, 

Menimbang : 'a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
memotivasikineIja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Lampung Utara, Pem~rintah Daerah meniandang 
perlu memberlkari uang makan dan tambahan penghasilan 
sesuai dengan jabatan dan beban pekeIjaan yang dilak~anakan 
dalam rangka menyelengarakan ketentraman dan ketertiban 
umum serta penegakan Peraturan Daerah, perlinliungan 
inasyarakat dan pemadam kebakaran di wilayah Ka~upaten
Lampung Utara; 	 , , 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks$d pada 
huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan IBupati 
Lampung Utara tentang Pemberian Uang Makan dan Tat/nbahan 
Penghasilan bagi Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong 
Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 
Tahun 2017. ! 

i 

IMengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pelletapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

, . Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan fndang. 
, Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran I Negara 

Republik Indonesia Tahun ~ 1956 Nomor 57) ~tentan.g 
Pembentukan . Daerah Tingkat II termasuk Kotapraj Dalam 
'Lingkungan .Daerah I Sumatera sebagai Unclang Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 N:f0r 73~ , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);" 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2014 tentang Pem ,. tahan 
'. 	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurt 2014 

Nomor 244, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali ~erakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lqmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . i 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 itentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik, 

, 	 Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarru1, Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); I 



·- ~- . ,. 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentangl Satuan 
Polisi Paniong Praja (Lembaran Negara Republik Irldonesia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara ~epublik 
Indonesia Nomor 5094); , 

5. 	 Peraturan Menteri" Dalam Negeri Nomor 13 Tahuk 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Ke~angan Daerah, seba~aimana 
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

6. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hl,lkum Daerah; 

7. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahuh 2014 
tentang Penyelenggaraan Satuan,Perlindungan Masyar~t; 

8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahuh 2005 
tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satualn Polisi 
Pamong Praja; 

9. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu):l 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan ' Daerah 
sebagaimana telah diubah, beberapa kali, terakhir . dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 TahuP 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan· Menterii Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Poko~-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; , . 

:10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 
! , 2016 tentang Pembentukan d~ Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Utara; - • 
11. Peraturan Daerall Kabupaten Lampung Utara Nomor ~ Tahun 

, 	 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja i,Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017. ' 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 	PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN DAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAN ANGGOTASATUAN, , 
POUSI PAMONG PRAJA PEMERINTAHKABUPATEN LAMPUNQ UTARA 
TAHUN2017 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintall 	Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten Lampung 

Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 

. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara. 
4. 	Sekretaris ,Daerah adalah Sekretaris Daerah Kaibupaten 

Lampung Utara. i
I 

5. Kepala 	Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamo!,/-g Praja 
Kabupaten Lampung Utara. ' 

,6. 	Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungmt Kantor 
Setuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara! 



7. 	 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota iSatuan 
Polisi Pamong Praja dan Anggota Bantuan Satuarl. Polisi 
Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten L8mpung 
Utara. 

8. 	 Petugas Tindak Internal yang disingkat FTI adalah Petugas 
Tindak InternaI Satuan Polist Pamong Praja Kabupaten 
Lampung Utara; 

9. 	 Patroli Pengawalan yang disingkat PatwaI adaIah Patwal pada 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara; 

',10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adaIah Anggaran Pendapatan dan [Belanja 

, Daerah Kabupaten Lampung Utara. ' 
11. Piket adalah Piket di Lingkllngan Pemerintah Ka~upaten 

Lampung Utara., 	 . 
12. Uang makan adalah uang makan di Lingkungan iKantor 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utaraf 
13. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan PenghasilF. bagi 

Pegawai da.n, Anggota Satuan Polisi Pamong ptaja di 
Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. ; 

14. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selatijutnya 
disingkat SPMT adaIah Surnt Perintah Melaksanakru:\. Tugas 
pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten L~pung 
Utara. 	 . 

15. Surat Perintah Tugas yang selalJ.jutnya disingkat SFT: adalah 
Surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Lampung Utara. 

BABII 

MAKSUD DAN'TUJUAN 


Pasa12 


(1) 	Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaIahsebagai 
pedoman dalam pemberian uang makan dan tambahan 
penghasilan lainnya berdasarkan beban kerja dalam; rangka 
meningkatkan kesejahteraan umum bagi Pegawai Alparatur 
Sipil Negara dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. : 

(2) 	Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaIah[ untuk 
, 	 memberikan kepastian hukum dalam pemberjan uq makan 

dan tambahan penghasilan berdasarkan beban k.eIj4 dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi pega~ai dan 
Anggota . Satuan Polisi Pamong Praja, yang diberikan secara 
rutin setiap bulan di tahun anggaran berjalan. : 

BAB III 

RUANG LINGKUP 


Pasal3 


Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adaIah: 	 " 
a. 	Pemberian uang makan dan tambahan penghasilan ~ kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satua,p Polisi 
Pamong Praja; dan 

b. 	Pembiayaan. 



;.0 ',' 

i 
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BABIV 

PEMBAYARAN PEMBERIAN UANG MAKAN DAN TAMBARAN 
PENGHASlLAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEoARA 
DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJ;A DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

Pasal4 

(1) 	Uang makan diberikan Kepada~ 
a. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan 
b. Anggota Satuan Polisi Pamong ?raja. 

(2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada: 
a. Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong ?raja isesum 

dengan beban kerja sebagaimana yang diberikan, dan~ 
b. Tenaga Ahli/lnstruktur/ Pembina. 	 . 

(3) 	Pemberian uang makan dan tambahan peng};1asilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuani untuk 
mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai dan ~ggota 
Satuan Polisi Pamong Praja dan memotivasi kinerja: dalam 
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umuni). Berta 
penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarak8.t dan 
Pemadam KebakaraD). 

(4) 	Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) diberikan setiap bulan. 

Pasal5 

Pegawai Aparatur 8ipil Negara dan Anggota Satuan Polisi p:among 
?raja diberikan uang makan dan tambahan penghasilaTll sejak 
yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan S~T dan 
8PT. 

Pasal6 , 
(II Uang makan di&rikan kepada: Pegawai Aparatur Sipil iNegata 

dan Anggota Satuan Polisi Pamong ?raja sebagjrlmana 
dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) diberikan dalam bentu~ uang, 
dengan besaran setiap bulan Rp.400.000,00 (empat ra$s ribu 
rupiah). ' 

(2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai dan Anggota 
Satuan Polisi Pamong ?raja sebagaimana dimaksud i dalam 
Pasal 4 ayat (21 diberikan dalam bentuk uang, dengan Qesaran 
setiap bulan sebagai berikut: ' 
a. Uang Pam Pasar sebesar Rp. 20.000,-/harl., ' 
b. Uang Patroll sebesar Rp. 20.000,-/harl. 
c. 	Uang Pengawas Piket Rp. 500.000,-/bulan. ~ 
d. Uang Pam Pengamanan Ketertiban Umum jalan ralYa dan 

Sekretariat Pemerintah Daerah Rp. 150.000,-/bulan.• 
e. Uang Pelatih/Pembina Anggota Satuan Pollsi Pamo~g ?raja 

Rp.5.450.000,-/bulan. \ ' 
'f. Uang Driver Rp. 750.000;-/bulan. . 
. g. Uang Cleaning Service Rp. 750.000,-/bulan. d 

, 	 h. Uang Jasa Tiem Pengelolaan Burnt Menyurat Rp.3.5 0.000,
/bulan. : 

i. 	Uang Piket Rumah Jabatan dan Kantor Bupati sebe~ 
Rp.20.000,-/harl. 



, " 

j. 	Uang Petugas Tindak Internal (Provost) Rp. 250.000,-/bulan. 
k. Uarig Anggota Pengawalan Rp. 200.000,-/bulan. 
1. 	 Uang Bantuan Peningkatan Kesejahteraan P~~awai/ 

Pembina/Anggota Satuan Polisi Pamong Pcaja: 
1. Kepala Satuan/Sekretaris Rp. 1.000.000,-/tahun. 
2. Kepala Bidang Rp. 600.000.-/tahun. 
3. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Rp. SOO.OOO,-/tah1.m. 
4. Golongan III Rp. 300.000,-/tahun 
5. Golongan II dan I Rp. 250.000,-/tahun 
6. THL/TKS Rp. 200.000.-/tabun dan 	 i 

m. 	Uang penghasilan lain yang tercantum dalam Do,kumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Pcaja 
Kabupaten Lampung Utam Tahun 2017. ' 

• 
Pasa17 

Pern:l:lertatl: taillbahan penghasilan dikecualikan bagi: 
a. Cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti ;Setelah 

persalinan anak ke-2 (kedua); . . 
b. Tugas belajar, kursus/diklat selama 1 (satu) bulan atau lebih; 
c. 	Masa Persiapan Pensiun (MPP); , 
d. Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang 

diberhentikan sementara dan jabatan negen; dan , 
e. Pegawai 	dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak 

lagi berkedudukan sebagai Pegawai atau Anggota Satuah Polisi 
Pamong Praja atau sudah pindah ke daerah lain tethitung 
mulai bulan benkutnya sejak diterbitkannya' Surat 
Penghadapan. 

BABV' 

PEMBIAYAAN 

Pasal8 	 i 
I 

. Sega1a biaya yang diperlukan untuk pembenan uang maklan dan 
.tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pem~apatan 

I 	 . dan Belanja Daerah (APBD) TahUll Anggaran 2017 pada Dqkunten 
Pel.aksanaan Anggaran (DPA) Satua1p Polisi Pamong Praja. ' 

, 	 BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa:da: tangga:l diunddngkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati· ini dengan penempE1.tannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utam. ' 

. I 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal 1 ~ -1 ~ 

UTARA, 

AGUNG ~ru MANGKUNEGARA, 

2017 



.. .. 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal '+ ~ 4 ~ 2017 

SEKRETARIS DAERAB 
KABUPATE~G UTARA. 

'(2; 
SAMSIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 

I 
2017 NOMOR 110 

I 

, 



" 

. ' 

Diundangkan di Kotabumi 
pada \:anggal '+ ~ 4 ~ 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN I G UTARA, 

i 

8ERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR ~(p 
, 	 I 

I 


